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BAB1

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum,
berperadaban, modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi,
diperlukan pegawai negeri yang bermoral tinggi yang merupakan unsur
aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang
menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.

Demi menciptakan kemajuan serta pembangunan dan pelayanan
masyarakat maka, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan
melaksanakan tugas secara professional dan bertanggungjawab dalam
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “ pegawai negeri atau
penyelenggara negara-negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau
patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan
karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya”.

Dilingkungan peradilan yang dianggap masyarakat sebagai “pintu”
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ditemukannya keadilan juga tidak terlepas dari tindak pidana korupsi. Dilema
dari keadaan ini adalah terjadinya korupsi di dalam proses peradilan yang
dilakukan oleh Hakim sebagai salah satu aparatur pemerintah. Keberadaan
hakim sebagai salah satu pelaku korupsi khususnya dalam kerangka
pelaksanaan jabatannya di lingkungan peradilan tidaklah berdiri sendiri, tetapi
korupsi tersebut muncul dari sebuah sindikat korporasi yang membentuk suatu
mafia peradilan dan hakim termasuk di dalamnya.

Mafia peradilan merupakan korupsi yang sistematik yang melibatkan
mulai dari polisi, panitera, advokat, jaksa, hakim, petugas di lembaga
pemasyarakatan sampai petugas parkir di pengadilan pun tidak ketinggalan.'

Mafia peradilan tersebut terbentuk karena adanya kepentingan untuk
memperkaya diri sendiri dengan mempermainkan suatu proses peradilan.
Kedudukan hakim biasanya menunggu dan sifatnya hanya menerima tawaran
yang diajukan. Tawaran tersebut dapat dilakukan oleh advokat, polisi, pihak
kejaksaan atau bahkan pihak-pihak berperkara.

Diperlukan suatu pengawasan yang ekstra serta melibatkan banyak
pihak untuk mencegah dan mengantisipasi timbulnya tindak pidana korupsi.
Pemerintah sendiri terus-menerus berupaya memberantas tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara. Salah satu upaya pemerintah
adalah dengan membentuk lembaga-lembaga yang bertugas “membasmi”

tindak pidana korupsi. Walaupun efektivitas lembaga-lembaga tersebut masih

' Frans H. Winarta, “Sejarah dan Modus Operandi Mafia Peradilan di Indonesia”,

hitp:/fwww. geocities.com/hukum_indonesia/huksejarah html,  Sinar Harapan = 27/8/2002,
Diakses tanggal 15 April 2008.
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diragukan akan tetapi terbukti telah banyak kasus korupsi yang diungkapkan
oleh lembaga-lembaga tersebut. Diharapkan nantinya tindak pidana korupsi
dapat ditekan seminimal mungkin dan masyarakat ikut serta dalam hal

pengawasan kinerja para aparatur pemerintah.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Merupakan ketentuan mutlak bahwa setiap karya tulis ataupun skripsi
harus mempunyai judul. Karena dengan demikian judul tersebut dapatlah
diketahui apa yang dibicarakan dan yang dibahas dalam skripsi itu. Tetapi
supaya tidak terjadi kekeliruan dan salah tafsir maka judul tersebut harus
diberi penegasan dan pengertiannya. Dengan pengertian judul ini telah
diadakan pembatasan atau skope (ruang lingkup) sejauh mana pembahasan
selanjutnya.

Judul skripsi ini adalah : Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh
Aparatur Pemerintahan Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana
Koruapsi Nomor 20 Tahun 2001.

Terhadap judul skripsi ini penulis membuat penegasan dan pengertian judul
adalah sebagai berikut :

e Kata "Tindak Pidana” mengandung arti atau diartikan sebagai suatu

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.”

e Kata “korupsi” diartikan sebagai suatu penyelewengan atau

penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang

2 Drs.Sudarsono, S.H,M.Si, Kamus Hukum, Rineka Cipta, hal. 361

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UnlverSltaSAlxlc%ds%rlTé&%a(repository.uma.ac.id)4-/8/23



Ricky Maradona Gultom - Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Aparatur Pemerintah...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UnlverSltaSAlxlc%ds%wgﬁla(repository.uma.ac.id)4-/8/23



Ricky Maradona Gultom - Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Aparatur Pemerintah...

C. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang
akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :
a. Kenapa Aparatur Pemerintahan dan Pegawai Negri melakukan Tindak
Pidana Korupsi ?

b. Apa dampak dari Pegawai Negri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi?

D. Hipotesa
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini
diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

a. Aparatur Pemerintah melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan
berbagai macam hal salah satunya adalah kurangnya pendidikan moral
sehingga perlu ditanamkan pendidikan moral sehingga aparatur
pemerintah tersebut akan menjauhi tindak pidana korupsi. Penyebab
Pegawai Negri melakukan tindak pidana korupsi menurut data-data yang
dikumpulkan adalah salah satunya kurangnya kesejahteraan dari pegawai
negri itu sendiri oleh sebab itu perlu peran serta pemerintah untuk
menenggulangi masalah kesejahteraan dari pegawai negri tersebut .

b. Dampak dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur
Pemerintah dan Pegawai Negri sangatlah besar, terutama dalam hal
pembangunan. Hal ini dikarenakan Aparatur Pemerintah dan Pegawai
Negri merupakan penyalur serta pengguna anggaran negara yang
diperuntukkan bagi masyarakat.
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Dengan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak
pidana korupsi dalam pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang
menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan
hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut
tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan
tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau
norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut
dapat dipidana sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31
Tahun 1999.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini
dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting
untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang
ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku
tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai
dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana
korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud,
dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah
dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut.
Pengembalian  kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah

dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut.

13
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Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya
merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek
tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini
tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi
yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana
korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-
undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus,
pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan
pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara
bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan
berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan Pasal 18.

Pengertian Pegawai Negeri dalam undang-undang ini juga disebutkan
yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Fasilitas
yang dimaksud adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai
bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar,
pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit

pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh
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kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat
lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum
dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
C. Subjek Tindak Pidana Korupsi
Selanjutnya, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, subjek tindak
pidana korupsi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:
1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri;
2. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri;
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun
oleh bukan pegawai negeri.”

Dalam Undang-Undang disebutkan bahwasannya yang di maksud
dengan Pegawai Negri adalah orang yang menerima upah dari keuangan
negara atau daerah. Sedangkan yang bukan Pegawai Negri meliputi koporasi
ataupun kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dan setiap orang
adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. yang menyebabkan atau
yang mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut, sehingga nantinya

tindakan yang diambil tersebut merupakan tindakan yang tepat

"Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi,
Mandar Maju, Bandung, 2001, him. 21.

17

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univers}{ggel\sflsegxe}gnl}lbquository uma.acid)4/8/23



Ricky Maradona Gultom - Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Aparatur Pemerintah...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universxggel\sflse la(r)lnjls‘]flquository uma.acid)4/8/23



Ricky Maradona Gultom - Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Aparatur Pemerintah...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universxggel\sflse la(r)lnjls‘]flquository uma.acid)4/8/23



Ricky Maradona Gultom - Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Aparatur Pemerintah...

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami
situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang
bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan

melakukan korupsi.

e. Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup
seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak
diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang
seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya.
Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

f. Malas atau tidak mau kerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa

keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial
melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat,
diantaranya melakukan korupsi.

g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang
tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan
bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok

ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

2. Aspek Organisasi

a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
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Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal
mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin
tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan
bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar
bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan
atasannya.

b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap
anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik,
akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai
kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif,
seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

c. Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang
memadai
Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan
jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan
dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode
tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi
pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut
berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah
kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang

dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang
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BAB 1

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH APARATUR PEMERINTAH

A. Pengertian Aparatur Pemerintah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
yang dalam hal ini penulis memberikan pengertian yang sama antara aparatur
pemerintah dengan penyelenggara Negara. Adapun Penyelenggara Negara
meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara

3. Menteri

4. Gubernur

5. Hakim

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi stategis dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Disebutkan pula bahwasannya Pejabat Negara berkewajiban untuk
melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan
perbuatan tercela, tanpa pamrih baik . Serta tidak mengharapkan imbalan

dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan segala macam ketentuan-
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peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal ini

melakukan tindak pidana korupsi.

B. Pengertian Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pasal 2, Pegawai Negeri

meliputi :

a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang kepegawaian
b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana
¢. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang
menerima bantuan dari kenangan negara atau daerah
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, tentang pokok-pokok
kepegawaian pada pasal 1, pengertian pegawai negeri dapat dijabarkan
sebagai berikut :
a. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan

negri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan
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sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mereka yang termasuk pegawai negeri menurut Undang-Undang No.
43 Tahun 1999, adalah terdapat dalam Pasal 2 dari undang-undang tersebut,
yaitu :

1. Pegawai negeri terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

c. Di samping pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak
tetap.

Menurut penjelasan, Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 ini merupakan
perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan Undang-
Undang Pokok Kepegawaian No. 18 Tahun 1961. Oleh karena undang-
undang kepegawaian yang disebut itu sudah dicabut dan diganti dengan UU
No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan itu sudah dicabut dan diganti dengan UU
No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan ini harus dibaca sesuai dengan yang
terakhir itu, yaitu UU No. 8 Tahun 1974.

Dengan demikian pengertian Pegawai Negeri menurut UUPTK
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Oleh karena yang dimaksud dengan “Undang-undang” dalam Pasal 2
yang menentukan : “Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini
meliputi juga ... dan seterusnya” adalah UU No. 20 Tahun 2001, maka
kiranya sudah tepat jika pengertian “pegawai negeri” dalam Pasal 209, 415,
416,417, 418, 423, 425, dan 435 KUHP.

Demikian juga pengertian “pegawai negeri” yang seperti dimaksud
oleh Pasal 2 UU Kepegawaian tersebut adalah berlaku bagi ketentuan
yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) UUPTPK meskipun di dalam Pasal 1
ayat (2) UUPTPK sendiri terdapat kalimat “pegawai negeri™.

Mengingat yang dapat menyalahgunakan kewenangan, kf:sempatan
atau sarana Kkarena jabatan atau kedudukan itu hanyalah pegawai negeri
saja, maka menurut hemat saya, pengertian yang dimaksud oleh Pasal 2
tersebut juga berlaku bagi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Apa
yang dibaca dalam deretan pasal-pasal tindak pidana pada KUHP itu adalah
rangkaian kalimat yang mengandung unsur-unsur dari perbuatan itu.

Di antara unsur-unsur yang bersifat khas untuk suatu macam tindak
pidana, sehingga dengan adanya unsur tersebut membedakan tindak pidana itu
dengan tindak pidana lainnya.

Kalau diperhatikan rumusan-rumusan Tindak Pidana Korupsi yang
dilakukan oleh pegawai negeri, maka merupakan unsur yang khas adalah
“memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan kenangan
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negara”.

Mengingat di dalam Pasal 1 ayat (1) a UU No. 20 Tahun 2001, hanya
mempergunakan kalimat “suatu badan” maka sudah pada tempatnya kalau
pembuat undang-undang maksudkan kalimat tersebut ditujukan terhadap suatu
badan sehingga karena akibat dari perbuatan seseorang dapat memperkaya
sebuah perusahaan, perbuatan orang tersebut sudah memenuhi unsur-unsur
daripada Pasal 1 ayat 1a."®

Dari unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat ditarik
kesimpulan bahwa seseorang itu baru dapat dikatakan menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana jika seseorang tersebut mempunyai
jabatan atau kedudukan sehingga perlu diketahui apakah yang diartikan
dengan jabatan atau kedudukan dalam rumusan Tindak Pidana Korupsi itu.

Apabila melihat konsideran UU No. 20 Tahun 2001 yang menjadi
salah satu dasar hukumnya adalah UU No. 18 Tahun 1961 dan Undang-
undang ini telah digantikan dengan UU No. 8 Tahun 1974 schingga untuk
menjawab pertanyaan tersebut terutama akan didasarkan pada UU No. 8
Tahun 1974.

Temyata di dalam UU No. 8 Tahun 1974 tidak dibedakan antara yang
diartikan dengan “jabatan” atau “kedudukan”. Hanya saja di dalam penjelasan

Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1974 terdapat keterangan bahwa yang

" Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, sinar Grafika,
Jakarta, 1996, him. 98.
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diartikan dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam
rangka penyusunan suatu satuan organisasi, sedang arti “jabatan” yang
sedemikian ini dapat ditinjau dari dua sudut sebagai berikut :
a. Jabatan struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam
struktur organisasi seperti Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala
Seksi, dan lain-lain.
b. Jabatan fungsional, yaitu jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya
dalam suatu organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Ahli Penyakit
Jantung, Juru Ukur dan lain-lain.
Dari arti jabatan seperti tersebut di atas, menurut hemat penulis masih
dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya jika arti “jabatan” dalam Pasal 1
ayat 1 b adalah sama dengan arti jabatan struktural menurut arti penjelasan
Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1974 dan arti “kedudukan” dalam arti
Pasal 1 ayat (1) b adalah sama dengan arti jabatan fungsional menurut arti

penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1972.

C. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri
Maupun Non Pegawai Negeri
Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan pegawai negeri adalah
seperti yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
Oleh karena Pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 517, 418, 419, 420, 423, 425

dan 435 KUH Pidana ditarik masuk menjadi delik korupsi maka kalau ditilik
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perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun
2001 di atas nyata ruang lingkupnya sangat luas. Dikatakan luas, karena ada
kata-kata ...”meliputi juga orang-orang”... yang demikian Pasal 92 KUHP
tentang pengertian pegawai negeri tetap berlaku, hanya diperluas
pengertiannya.

Secara lebih rinci, Pasal 92 KUHP menegaskan pengertian pegawai
negeri sebagai berikut :

1. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan

berdasarkan aturan-aturan umum.

2. Orang-orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota badan
pembuat undang-undang, badan pemerintahan atau badan
perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama
pemerintah.

3. Semua anggota dewan-dewan daerah.

4. Semua kepala rakyat Bumiputera dan kepala Golongan Timur
Asing yang menjalankan kekuasaan yang saja.

Ketentuan pegawai negeri dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1961,
sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1974, yang
kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian khususnya dalam Pasal 1 huruf (a) dari undang-undang ini

dinyatakan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik
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Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi
tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri,
dapat dilihat dari perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri sebagaimana
bunyi Pasal 2 UUPTPK “Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Arti setiap orang di sini adalah, baik pegawai negeri maupun non
pegawai negeri. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak mempunyai jabatan
dalam hubungannya dengan negara juga dapat melakukan korupsi.

Menurut pendapat penulis rumusan tersebut terlalu luas sehingga
sebagian besar tindak pidana dalam KUHP yang akibatnya langsung atau
tidak langsung merugikan keuangan negara atau perckonomian negara,

dikwalifikasikan menjadi tindak pidana korupsi.
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perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi
yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat
tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai
bentuk.

Evi Hartanti menyebutkan faktor lainnya yang menyebabkan

terjadinya korupsi adalah :

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.

2 Kurangnya pendldxkan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi
di Indonesia yang dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan
intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat
dikatakan kurang tepat.

3 Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para
pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan,
sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan
para konglomerat.

4 Tidak adanya sanksi yang keras.

5 Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.

6 Struktur pemerintahan.

37
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memadai

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan
jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan
dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode
tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi
pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut
berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah
kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang
dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang
kondusif untuk praktik korupsi.

. Kelemahan sistim pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak
pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin
longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan
semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di
dalamnya.

. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi
yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat
sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan

berbagai bentuk.

3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
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a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.
Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya,
masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang
dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis
pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi
Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan
dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang
rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi,
yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran
pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.

c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap
korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang
disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat
sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan
cara-cara terbuka namun tidak disadari.

d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah
dan diberantas bila masyarakat ikut aktif Pada umumnya
masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab
pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa
diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

e. Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul
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